
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1230, 2020 KEMENKEU. Pemberian Pelayanan Publik 

Tertentu. Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib 

Pajak.  
 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 147/PMK.01/2020 

TENTANG 

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA 

PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN  

KEMENTERIAN KEUANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan 

peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan 

kewajiban perpajakan wajib pajak melalui konfirmasi 

status wajib pajak dalam pemberian pelayanan publik 

tertentu di lingkungan Kementerian Keuangan guna 

mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara dari 

sektor pajak dan non pajak; 

b. bahwa diperlukan adanya pemenuhan upaya pencegahan 

korupsi yang lebih optimal oleh kementerian/lembaga, 

pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya 

yang merupakan salah satu aksi pencegahan korupsi; 

c. bahwa pengaturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, 

perlu ditindaklanjuti dalam Peraturan 

Kementerian/Lembaga; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam 

rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di 

Lingkungan Kementerian Keuangan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

  5.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kalidiubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang PerubahanKedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA 

PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

2. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya 

disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

unit pemberi pelayanan publik tertentu di lingkungan 

Kementerian Keuangan sebelum memberikan pelayanan 

publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status 

Wajib Pajak. 

3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang 

diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka 

pelaksanaan KSWP atas pelayanan publik tertentu. 

4. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh Kementerian Keuangan. 

 

Pasal 2 

(1) Unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang 

melaksanakan Pelayanan Publik Tertentu harus 

melakukan KSWPuntuk memperoleh Keterangan Status 

Wajib Pajak. 

(2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.  

(3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status 

valid, proses pemberian layanan publik tertentu dapat 

dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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